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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomar : 07/33/PPK.AUPKMAHN/A 112025
Paket Pekernjaan - Pekerjaan Jasa Konsultans: Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran
Universitas Hindu Negeri | Gusti Bagus Sugnwa Denpasar

Yang bertands tangan di bawah inj :

Ni Luh Puri Arsini, S.E.
Analis Pengelola Keuangan APEN
Jalsn Nusantara, Kubue, Bangld Jalan Ratna No 51 Tatasan Denpasar

sefanjutnya disebut sebagai Pejabat Pambuat Komitmen,

berdasarkan Surat Penntah Kenja Pekenaan Jasa Konsultans: Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas
Kedokteran Universitas Hindu Negéer | Gustl Bagus Sugrwa Denpasar) nomor 06/33PPK AUPK/UHN/11/2025
tanggal 4 November 2025, bersams inl memerintahkan:

PT Tata Rancana Hijau
JI Padang Gerya VI No 2
yang dalam hal ini diwakill oleh: Ir. | Gusti Agung Ao Wiraguna, ST, M Ars

selanyuinya disebut sebagai Penyedia,

untuk segera memulai pelaksanaan pekenaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagal berikut:

1. Paket Pengadaan. Pekerjaan Jasa Konsultans: Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran
Universitas Hindu Negeri | Gusti Bagus Sugnwa Denpasar

2. Tanggal muias kera: 4 November 2025

3. Syarat-syarat pekerjaan sesual dengan parsyaratan dan ketentuan Kontrak:

4. Wakiu Peny=iesaian: sefama 45 (empat puluh lima) han kalender(d November 2025) nan kalender dan
pekerjaan harus sudah salesai pada tanggsl 18 Desember 2025

5 Denda Terhadap setiap han keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Ketertambatan sebesar 1/1000 (satu permi) dan Nilai SPK atau dan nilai bagran SPK (tidak termasuk
PPN) sesuai keteniuan dalam SPK



Bangli, 4 November 2025
Untuk dan atas nama Universdas Hindu Neged | Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 552762
Pejabat Penandatangan Konlrak

Ni Luh Puri A B
Anailts Pengelola Keuangan APBN

NIP. 188301172008012002

Menerima dan menyetujul:
Untuk dan atas nama PT. TATA RANCANA HIJAU

L Wi ST.MArs

Direktur
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekenaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruks:
Pekeraan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakutas Kedokleran Universitas Hindu Negeri |

Gusti Bagus Sugrwa Denpasar
Nomor : 08/33/PPK.AUPK/AJHN/ 1/2025

Yang bertanda tangan di bawah inl

Nama Ni Luh Puri Arsini, S.E.
NIP 198301172008012002
Berkedudukan di | JI Ratna No. 51 Denpasar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Kerja Pekedqaan Jasa
Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedckteran Universitas Hindu Negen | Gustl Bagus
Sugra Denpasar nomor 06/33/PPK AUPK/UHN/T1/2025 tanggal 4 November 2025, bersama i memerintankan
Nama It. | Gusti Agung Adi Wiraguna, ST., M.Ars

Jabatan Dwektur

Berkedudukan di JI Pacang gnya VINo. 2

Akta Notans Nomer : 03

Tanagal 9 Februan 2019

Notaris 1 Gusti Ayu Dian Asn Utami, S H M Kn

selanjutnya disebut sebagal Penyedia Barang,untuk sagera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan
memperhatikan ketentuan-katentuan sebegai benkut

1 Harga Kontrak : Rp. 99.472.400,00
2 Lingkup Pekerjsan °
1. Tahap Perssapan dan Pangumpulan Data
2. Tahap Surved Lapangan Investigas: dan Anahsis Lingkungan Awal
3. Tahap Analisis Kebutuhan dan Konsep Perencanaan
4. Tahap Perencanaan Teknis
5. Tahap Penyusunan Dokumen Teknis dan Perkiraan Baya
6. Tahap Laporan dan Presaentasi Hasd
7. Tahap Serah Terima Pekerjaan

3. Tanggal mulai kena 4 November 2025
4. Syarst-syarat pekerjaan sesum dengan persyaratan can ketentuan Kontrak |

5. Wakiu Penyelesaan : sefama 45 (empat puluh ima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesa pada
tanggal 18 Desember 2025
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6 Denda : Terhadap setiap han keterlambatan pelaksansan/penyeiesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dan Néal Kontrak atau bagian tertentu dan Nila
Kontrak sebelum PPN sesual dengan Syarat-Syarat Umum Kentrak

Bangli, 4 November 2025
Unduk dan atas nama Unwverstas Hindu Negeri | Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 552762
Pojabat Pemix:at Komitmen

NI Luh Puri Arsini 5
NIP 198301172008012002

Menerima dan menyetujul :
Untuk dan atas nama PT. TATA RANCANA HIJAU

ST M.Ar
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SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsuftans Badan Usaha Konstruksi .
Pekenaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hindu Negeri |
Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Nomor @ 08/33PPK AUPK/UHN/M 1/2025

Yang bertanda tangan di bawah i

Nama *Ni Luh Pur Arsini, S.E
NIP 188301172008012002
Berkedudukan di - JI Ratna No. 51 Denpasar

selanjulnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Kerja Pekeriaan Jasa
Korsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universidas Hindu Negeri | Gusti Bagus
Sugrwa Denpass nomar 08/33VPPK. AUPK/UHN/ 172025 tanggal 4 November 2025, bersama i memerintabkan
Nama Ir. | Gusti Agung Adi Wiraguna, ST., MArs

Jabatan Direktur

Berkedudukan di - JI. Padang gnya VI No. 2

Akta Notars Nomor - 03

Tanggal 9 Februari 2019

Nolaris | Gusti Ayu Dian Asri Ulami, S H M Kn

selanjutnys disebut sebagal Penyedia Barang.untuk segara mamulai peiaksanaan pekenaan dengan
memparnatikan ketentuan-ketentuan sebagal benxut:

1. Harga Kentrak - Rp. 95 472 400,00
2, Lingkup Pekeriaan
1. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data
2 Tahap Swvei Lapangan Investigas: dan Analsis Lingkungan Awal
2 Tahap Analisis Kebutuhan dan Konsep Perencanaan
4 Tahap Perencanaan Teknis
S Tahap Penyusunan Dokumen Teknis dan Perkiraan Baya
& Tahap Laporan dan Presentasi Hasd
7 Tahap Serah Tenma Pekerjaan

3. Tanggal mulal kera 4 November 2025
4, Syaral-sysrst pekerjaan sesus dengan persyaratan dan katentuan Kontrak |

5. Wakiu Panyelesaan - sefama 45 (empat puluh lima) harl kalender dan pekenaan harus sucah selésa pada
tanggal 18 Desember 2025

—
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& Denda ' Terhadap sebap han keterdambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenskan
Denda Keterlambatan sebasar 1/1000 (satu per seribu) dari Nikai Konlrak atau bagan tertentu darl Nilas
Kontrak sebelum PPN sesuar dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Bangll. 4 November 2025
Untuk dan atas nama Universitas Hindu Negen | Gusti Bagus Sugrwa Denpasar 552762
Pejabat Pembuat Komitmen

NI Luh Puri Arsini, S.E.
NIP 198301172008012002

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama PT TATA RANCANA HLUAL




SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK}

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang dilunjuk berkewajlban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
wakiu yang ditenlukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga
sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKLU
Keabsahan, interprefasi, dan peleksanaan SPK Inl didasarkan kepada hukum
Republik Indonesla.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK Ini berlanggung [awab penuh terhadap personel serta
pekenaan yang dilakukan.,

4. BIAYA SPK
a. Blaya SPK telah memperhitungkan Kkeuntungan, beban pajak dan biaya
overhead serta biaya asuransi {apabila dipersyaratkan).
b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rinclan yang tercantum dalar rekapitulasl
penawaran blaya.

5 HAK KEPEMILIKAN

a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemlllkan semua barang/bahan
yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan
aleh Penyedia kepada Pejabat Pensndatangan Konlrak . Jika diminta oleh
Pejabal Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewaliban untuk membantu
secara cptimal pengalihan hak kspemilikan tersebut kepadz Pejabat
Panandatangan Konfrak sesuai dengan hukum yang berlaku,

t. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disedlakan oleti Pefabat
Fenandatangan Konlrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak ., dan
semua peralatan tersebut harus dikembalikan Kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diparlukan |2gi oleh Penysdia.
Semua peralatan tersebut harus” dikembalikan dalam kondisi yang sama pada
saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecuatlan keausan akibat
pemakalan yang walar.

6. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a. Setiap tindakan yang disyaraikan atau diperbolehkan unluk dllakukan, dan setiap
dokumen yang disyaraikan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Koalrak
ini cleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan afau dibuat oleh
Wakil Sah Pgjabat Penandalangan Konirak yang disebutkan dalam SPK.

b. Kewenangan Wakll Sah Pgabat Penandatangan Konlrak dlatur dalam Surat
Keputusan dan Pelabat Penandatangan Kantrak dan harus disampalkan kepada
Penyedia.

K Fenyedid

~§ | &




7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas
pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam biaya SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.

9. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila Penyedia tidak dapal menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas Penyedia dengan adendum SPK,

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan

kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas

kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya
dengan ketentuan sebagai benkut:

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampal
dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas,
Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
(a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan
dengan jangka waktu sesuai kebutuhan, atau
(b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan
sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1
dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya
mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan
perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.

d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan
pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
1) Penyedia dinilal tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

FFR Fenyadia
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11. ASURANS!
a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wa[ib menyediakan asuransi sejak SPMK
sampal dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1)semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggl terjadinya
kecelzkaan, pelaksanaan pekerjgan, serta pekerla vntuk pelaksanaan
pekerjaan, atas seyals risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehllangan,
serta rislko laln yang tidak dapal diduga; dan
2) plhak keliga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya,
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk
dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperholehkan menugaskan personel selain personel yang telah
diselujui olsh Psjabat Penandatangan Kanlrak untuk melaksanakan pekenaan
berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewsjiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung
tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserla instansinya terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewaliban, kehllangan, keruglan,
denda, gugatan ateu tunlutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
vang dikenakan terhadap Pejahat Penandatangan Kontrak beserla instansinya
{kecuali kerugian yang mendasari luntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian herat Pejabat Penandatangan Kontrak ) sshubungan dengan klalim
yang fimbul dari hal-hal bherkut terhilung sejak langgsl mulai kena sampai
dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akbir
1) kehllangan atau kerusakan peralalan dan harta benda Penyedia dan
Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematlan Personel; danfatau

3) kehilangan atau kerusakan harla benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
plbak lain.

b. Tarhitung sejak tangpat mulat kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
benta acara serah tedma, semua nslko kehllangan alau kerusakan hasil
pekerjaan ini merupakan risiko Penyedla, kecuall Kerugian alau kerusakan
tersebut dlaklbalken oleh kesalahen atau kelafaian Pejabat Penandatangan
Kontrak .

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Panyadia tlidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat [ni.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan
pameriksaan tarhadap pslaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
Pejabat Penandatangan Konlrak dapat mernerinlahkan kapada plhak lain untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Panyadia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemsriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Konirak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan wakie
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palaksanaan pekerjaan. Hasll pemerksaan pekerjaan dituangkan dalam
taporan kemajuan hasil pekengaar.

b. Untuk kepenlingan pengendallan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
selureh aktivitas kegiatan pekerjaan di Iokasi pekerjaan dicalal dalam buku
harlan sebagai bahan laperan harian pekerjaan yang besisi rencana dan
rezlisasi pekerjaan harlan.

¢. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dbaat harian, mingguan ataw bulanan
sesuai dengan kebutuhan yang lercantum dalam KAK,

d. Untuk merekem kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak
membuat foto-foto dokumantasi pelaksanaan pskerjaan dt lokasi pekerjaan.

e. Laporan kemajuan hasil pekenjaan dlbuat oleh Penyedla, diperiksa oleh Dirsksi
Teknis, dan disetujue oleh Pejabat Penandatangan Konfrak .

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kgcuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulal
pelaksanaan pekerjsan pada tanggal mulal kerje, dan melaksanakan pekerjaan
sesual dengan program mulu, serta menyslesaikan pekerjaan selambal-
lambatnya pada {anggal penyslesaian yang ditstapkan datam SPMK.

b. Jika pekerjaan fidak selesai pada tanggal penyelesaizsh disebabkan karera
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedla dikenakan sanksi berupa
denda keterlambatan,

c. Jlka keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka
Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan wakitl
penyslesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekenaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Sefalah pekearjaan selasai, Penyedia mengajukan perminlaan secara fertulls
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum diiakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Keonltrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil peksrjaan.

¢. Pejabat Penandalzangan Kontrak dalam melakukan pemerlksaan hasll
pekerjaan dapat dibantut oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim leknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan darn/stau cacat hasii pekerjaan,
Penyedia wafib memperbaikimenyelesaikannya, atas perintah Pejabat
Fenandatangan Kentrak.,

e. Pejabat Penandatangan Konfrak menerima hasil pekerjaan sslelah seluruh
hasll pakarjaan dilaksanakan sesual dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dan biaya SPK salalah
pekerjaan selesal.

18. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalul adendum SPIK,

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal tsrdapat perbedaan antara
kondisi Japangan pada saat palaksanaan dangan SPK dan disetujui olsh para
pihak, meliputi:

1) menambah atau mengurangi velume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangl jenls keglatan;
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19.

3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

KEADAAN KAHAR

a.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak

secara tertulis dengan ketentuan:

1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) han kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar,

2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi

kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau
wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinena pelaksanaan terhadap
pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat
dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai

berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,

2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia,

3) Pejabat Penandatangan Kontrak  tidak memberikan gambar-gambar,
Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal,

5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan; atau

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang lidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak .

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa
Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika

berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya
tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
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peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatast dampak Peristiwa
Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTL
a. Jika lerjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesalan maka Penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat
Penandalangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
memperpanjang tanggal penyelesalan pekerjaan secara tertulls. Perpanjangan
tanggai penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK
b. Pejabat Penandatangan Konfrak dapat menyelujuli perpanjangan wakiu
pelaksanaan sefelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan ofsh Penyedia.

22, PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapal ditakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandalangan Kontrak wajib membayar
kepada Penyedia sesuai dengan presiasi pskerjaan yang telah dicapai,
termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan inl.
Bahan dan perlengkapan Int harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pgjabat
Penandalangan Konirgek . dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat
Penandalanpan Kontrak ;

2) bfaya langsung demobilisast persansl.

¢. Pemulusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak
atau pihak Penyedia.

d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdafa, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui
pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:

1) Penyedla terbukll melakukan karupsi, kolusi, danfatau nepolisme,
kecurangan danfatau pemalsuan dalam proses Pangadaan yang diputuskan
oleh instansi yang benwvenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsl, kolusi,
darfslal nepolisme danjaten pelanggaran persaingan sehat dalam
pelakaanaan pengadaan dinyatakan benar ofeh ingfansi yang benvenang;

3} Penyedia lalai/cidera |anji dalam melaksanakan kawajibannya dan tidak
memporbaiki kelalaiznnya dalam Jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) Penyedla tanpa perselujuan Pefabat Penandatangan Kontrak , tidak
memulal pelaksanaan pekerjaan;

5) Penyedla menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mubu serfa tanpa persstujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak ;

6) Penyedia berada dalam keadaan paillt yang diputuskan cleh psngadilan,

7) Penyedia gagal memperbalki kinera setelah mendapat Svrat Peringatan
sebanyak 3 {tiga) kali;

8) Ponyrdia sclama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oish Psjahat Penandatangan Konfrak ;
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9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda
pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau

10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah
pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan

2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan Kkorupsi, kolusi, dan/atau
nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka Pejabal Penandatangan Kontrak  dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:

1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita
Acara Serah Terima ditandatangani.

c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan
surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM).

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara
dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan,

24, DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap
hari keterlambatan.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong
pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi
tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau seteiah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara
musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau
arbitrase.
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26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat
Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak
sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui
bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap
SPK ini.
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SYARAT-SYARAT KHUSUS

SURAT PERINTAH KERJA (SPK]

Klausul
daram
SSUK

Ketemuan

|

]
'

Data

Wakil Sah Paro
Bihak

L

Dokumon

Kepemilikan

"VWakil Soh Para Piltak sebagai berkut

Unluk
Nama
Jabatan

Pejabat Panancatangan Kontrak:
= Ni Luh Purl Arsanl, SE

Pajabal Pambuat Komitmen pada Biro AURK UHN
1 Gusli Bagus Supowa Derpasar
Svurat Kepulisan Kussa Penogune Anggaran
Nomnr 2 Tshun 2025 tanggal 2 Januan 2025
lentang Fenetapan Pejabat Pembuat Komitmen
pada Baro AUPK UHN | Gueti Bagus Sugriwa
Duripasar

Untuk Peryedia:
Nama :
Jaebatar

Ir. | Gusli Aquap Adi Wiragums, ST., M. Ars
Dxoktur PT Tata Rancana Hjou

Berdasarkan Akta Pendidian Nemwsor 03 langgal 9
Februar 2019 Nalaris. 1 GUSTI AYU DIAN ASRI
UTAM[,S H.,M.En dan Akta perubshan Ncmor 01
1angg@al 5 Feloruan 2025 Nofaris : | Gusti Ayu Dlan
Agrl Utaml, SH., M. Kn

Penyedla diperbalehkan menggunakan salinan dokuman dan plranil
lenak yvang dihaslikan don Pekenasn Jasa Konsultansh Konstruksi ini
dengan pembalasan sebapa berkul!

1. Heoya uniuk ksperuan Mmterhal atau refaremesl pakeataan
selenlg.
TIdak untuk dljusl sl3u dikomersiakan kepada pihak keliga,
Hak dipta dan kepemlllkan tetap milik Pembesl Tugas.
lnformasi berslfat tahasla dam tddak boleh disstariuaskan
tanpa win.
Tidak digurtakan untuk fujun yang mesugihan Pambari Tugas,

o RuN

Tindakah
Panyedia yang
Mensyaratkan
Paraetufuen
Pajabat
Penandatangan
Konirak

| Psnugasan

Parsanel

Tir:daken laln olah Penyedia yang memerlukan persetupuan Pejabal
FPenandatangan Konl@k edalsh:

Penyesualan leknis di luar spesifikasi yar.g telah disspakat];
Penagunaam metods kerja barw yang bardempeak pade jacdwel
atau mutu;

Pemindshan lokasi peleksanaan eebagian pekerasn;
Pennintaan perubahan sdminsratlf alau legal terkait Kordrak;
Pomanfaalan hasll pekerjaan unuk keponlngan dl [uar
konbrak,

Phw M

Pemyaratan Personed:
1. Team laader :
pendidikan ST Teknlk Sipil/Araliekiur, Sarlfikat Keahlian - Ahli
Madys pengelaman minimsl 2 iahun

2. Ahli Teknlk Bangurman Gedung :
pendidikan S§1 Teknik SipilfArsitektur, Sartiflkat Kealllan: Ahl|
tMuda pengalaman minimal 7 Wahur

Atll ME:

pendidikan S1 Texndk Mesind Elextro Serlflkas Keahban: Ahdi
tMuda pehiggalanan minimal 1 ishun
¢, ARIIKS:

pendidikan S1 Teknik Sseriflket
pengalaman minimal 1 tahiun

5. Stirveyor:
pendidikan minimal SMK

Kearlun: Ahft Muda
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B. Juru Gambat/Draftar:
pendidkan rdnimal SMK

7. Tenaga AdministrasiKsuangan !
pencldikan minimal SMASMK

Personst yang diwgaskan !

1. Toam loader: Ir. | Kemang Yog Purwanta, ST
2. Ahli Teknik Bangumen Gedung ! Ir. Ni Luh Wayan Puls Okky
Damayanti, 3.Tr.Spl
3. Ahle ME : Pustu Adhitya Santka Dhamma, S.7r.T0
4. AhEK3: Ni Putu Lklya Mega Yaethl, ST
5, Susveyor : | Pulu Arya Wijaya Pule, ST
6. Drafter : | Gede Krana Putra, S Ars
7. Admin : Ni Mede Dewd Parantika, SE
16 Waktu Mesa Pelgkeansan Kenlrek selama 43 (empat puluh Jima} kati
Penyelesalen kelendes ierhitung s6jak tanggal mulai kerja yeng tercantum delam
Pckorjaan SPMK.
17 . Gerah  Tertme | Sersh lerima didakuken pada: 18 Desamber 2025
Pekerjaan
23 Pembayaran Pam n Taglhan

Balss akhr wakw yang disepekall untuk penerblian SPP aleh
Pejabat  Penandatangen Kontrak untuk  pembayaran  tagihan
gugsuran adalah 7 {lujuh) heri Kaga lertdlung sejak tagihaa Jdan
kelenpkapan dakumen penunjang vang Hdak diperselisihkan
dinerlma olsh Pejsbat Pensndselangan Kontrak.

Fambayeran P sl Pekerjaan
1) Pembayaran uniuk kontrak Inb dllakukan ke Gank PT. Bark
Pavbargunan  Oeral Ball  dwngan  rekehing  nonor

0100111007200 atas nama Penyedia @ PT TATA RANCANA
HIJAU

2) Pembayaren prestasi pekarjasn gilekukan dengan cara Tgmmin

Dsryan rincion sebeayad barikul !
Tamin Urasan NIl= Tahapan
Fambayaran
| 80% dart | Rp. 79.577.920,00 | gerelah BAST
gg‘:& Pekerigan
Perencenasm
| 20% deri | Rp. 19.894.480,00 Salafah BAST
22,’:(' Pekerjaan Konslruksl

Dokumen penunjang yang csyaralkan unluk mengajukan taglban
pemboyaran prestasi peketjaan:
Permminlaan pembayaran oleh Penyedia kapeda PPK;
2. Daokumen hasil perencsnaan
3. Bedta acara pemeriksaan dan seralr larima pertama

pekesjnan
4, Softcopy hasil patencanaan dalam Nashdisk
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